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 Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

Penerapan Model Risk-Need-Responsivity (RNR) 

sebagai sistem perlakuan narapidana tindak pidana 

narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta. 

Model RNR yang berbasis pada tiga prinsip utama 

yaitu risiko, kebutuhan, dan responsivitas dianggap 

efektif dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko 

serta kebutuhan narapidana, juga menyesuaikan 

intervensi yang diberikan sehingga dapat mengurangi 

tingkat residivisme. Meskipun prinsip-prinsip RNR 

telah diterapkan, pelaksanaan di lapas masih 

menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan 

sumber daya, kelebihan kapasitas, dan kurangnya 

pelatihan bagi petugas pemasyarakatan. Metode 

penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif 

dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh 

melalui wawancara mendalam dengan petugas lapas, 

psikolog, dan narapidana, serta analisis dokumen 

terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

meskipun asesmen risiko dan kebutuhan serta bentuk 

intervensi telah dilakukan, banyak narapidana yang 

tidak mendapatkan program rehabilitasi yang sesuai 

dengan hasil asesmen mereka. Berdasarkan temuan 

tersebut, disarankan agar Lapas Narkotika Kelas IIA 

Jakarta meningkatkan pelatihan bagi petugas, 

mendiversifikasi program rehabilitasi, dan 

memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk 

mendukung penerapan model RNR. Dengan langkah-

langkah tersebut, diharapkan penerapan model RNR 

dapat berjalan lebih efektif, berkontribusi pada 

reintegrasi sosial narapidana, dan mengurangi 

tingkat residivisme di kalangan pengguna narkotika 

Keywords: Model Risiko 

Kebutuhan Responsif, 

Rehabilitasi, Narapidana, 

Narkotika,  

 

PENDAHULUAN  
Berdasarkan pandangan Sahardjo tentang hukum sebagai bentuk perlindungan, hal ini 

membuka peluang untuk memperlakukan narapidana melalui pendekatan pemasyarakatan sebagai 

tujuan pemidanaan. Pemasyarakatan telah mengalami perubahan dalam sistemnya, khususnya 

dalam metode perlakuan terhadap narapidana, yang menegaskan bahwa Pemasyarakatan bekerja 
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berdasarkan sistem yang disebut Sistem Pemasyarakatan. Sistem ini menyediakan arah, batasan, 

dan metode (bukan hanya sekedar cara) untuk mencapai tujuan pemasyarakatan. Tujuan utama dari 

pemasyarakatan adalah tercapainya kesatuan dalam hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan 

atau reintegrasi sosial. 

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, tujuan 

pemasyarakatan adalah memberikan perlindungan atas hak Tahanan dan Anak, meningkatkan 

kualitas Narapidana dan Anak Binaan dengan mengukur keberhasilannya melalui perubahan 

perilaku yang positif, serta melindungi masyarakat dari risiko pengulangan tindak pidana. Oleh 

karena itu, penting untuk memiliki sistem perlakuan yang efektif bagi narapidana guna mencapai 

tujuan tersebut. 

Dalam konteks ilmiah, penelitian telah menunjukkan bahwa sistem perlakuan yang efektif 

dapat meningkatkan tingkat rehabilitasi dan resosialisasi narapidana. Sistem perlakuan dengan 

berbasis koreksi komunitas telah banyak diterapkan di banyak negara di seluruh dunia. Pada akhir 

tahun 2020, sekitar 7 dari sepuluh orang yang berada di bawah pengawasan pemasyarakatan di 

Amerika Serikat berada dalam pengawasan komunitas, sementara hampir 3 dari 10 orang 

dipenjarakan di berbagai penjara (Kluckow & Zeng, 2022). Sejumlah penelitian telah menunjukkan 

pentingnya koreksi komunitas. Studi tipe interseksional ini telah secara efektif mengurangi tingkat 

residivisme di kalangan pelanggar koreksi komunitas.  

Misalnya, program intervensi perilaku kognitif kelompok yang berlangsung selama 20 sesi 

secara efektif mengurangi tingkat residivisme di kalangan peserta percobaan berisiko tinggi dan 

menengah di AS dengan dampak yang bervariasi berdasarkan etnis (Kosson et al., 2019). 

Dukungan pribadi yang intensif bagi remaja yang menjalani masa percobaan berisiko tinggi di 

Jerman selama enam bulan berturut-turut mengurangi tingkat residivisme dengan tren penurunan 

yang lebih nyata pada pelaku yang lebih ringan (Traxler et al., 2022). Tingkat residivisme juga 

dapat dikurangi dengan melatih petugas masa percobaan dan pembebasan bersyarat di Australia 

untuk memberikan layanan yang lebih ilmiah kepada orang yang menjalani masa percobaan 

(Schaefer & Little, 2020). Selain itu, memberikan bantuan keuangan dapat meningkatkan kondisi 

kehidupan perempuan yang menjalani masa percobaan dan mengurangi tingkat residivisme 

(Wilfong et al., 2021).  Perlakuan individu dan kelompok yang berbasis komunitas dan berfokus 

pada keluarga dapat secara efektif mengurangi tingkat residivisme di kalangan anak yang menjalani 

masa percobaan sambil memberikan alternatif perawatan residensial yang hemat biaya (Ryon et 

al., 2017). 

Kurang lebih 20 tahun yang lalu, publikasi pertama tentang 'model rehabilitasi pelaku RNR 

muncul. Model Risk-Need-Responsivity (RNR) mungkin berupa model yang paling berpengaruh 

dalam penilaian dan penanganan pelaku (Ward et al., 2007). Pertama kali diformalkan pada tahun 

1990 (D. A. Andrews et al., 1990), model RNR telah diuraikan dan dikontekstualisasikan dalam 

teori pembelajaran sosial kognitif dan kepribadian umum tentang perilaku kriminal (D. A. Andrews 

& Bonta, 2010b). D. A. Andrews dan James Bonta berpendapat bahwa pendekatan yang paling 

sesuai yaitu pendekatan perilaku kognitif.  

Model RNR didasarkan pada tiga prinsip utama untuk mengkategorikan pelaku yaitu risiko, 

kebutuhan, dan responsivitas. Model RNR masih merupakan satu-satunya pedoman yang telah 

tervalidasi untuk intervensi peradilan pidana yang bertujuan untuk membantu pelaku keluar dari 

sistem tersebut. Menurut Andrew & Bonta dalam (Wormith & Bonta, 2020) menyebutkan bahwa 

model RNR ini menyediakan suatu konsep, ide dan metode yang efektif untuk merehabilitasi 

kejahatan lainnya seperti permasalahan narkoba, kejahatan seksual, dan lainnya. Model risiko 

kebutuhan responsivitas (risk-need-responsivity) adalah pendekatan yang digunakan dalam 
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penilaian dan pengelolaan risiko narapidana narkotika. 

Dengan adanya model RNR ini menjadi teori dan konsep dasar dalam penyusunan instrumen 

asesmen risiko dan kebutuhan. Model ini digunakan dalam kriminologi untuk mengembangkan 

rekomendasi mengenai bagaimana narapidana harus dinilai berdasarkan risiko yang mereka hadapi 

dan apa yang mereka perlukan, serta lingkungan seperti apa yang harus mereka tempatkan untuk 

mengurangi residivisme.  

Penerapan RNR ini akan membuat sistem perlakuan terhadap narapidana akan lebih efektif. 

Prinsip-prinsip Risk-Need-Responsivity (RNR) banyak digunakan dalam intervensi koreksi 

komunitas (Schmucker & Lösel, 2015). Meta-analisis menunjukkan bahwa intervensi yang 

dirancang mengikuti prinsip RNR umumnya mencapai hasil yang diharapkan (Wormith & 

Zidenberg, 2018). Model RNR menguraikan prinsip-prinsip dasar risiko, kebutuhan, dan 

responsivitas untuk menghasilkan intervensi yang efektif bagi populasi pelaku dengan tujuan akhir 

meningkatkan pengobatan bagi pelaku dan mengurangi residivisme (D. A. Andrews & Bonta, 

2010).  

Melalui penerapan model RNR dapat mengidentifikasi faktor risiko yang dapat memengaruhi 

seseorang untuk terlibat dalam perilaku kriminal. Faktor-faktor ini meliputi riwayat kejahatan 

sebelumnya, hubungan sosial yang buruk, dan masalah kesehatan mental atau kecanduan. Selain 

faktor risiko, model RNR juga mempertimbangkan kebutuhan individu narapidana. Ini mencakup 

aspek-aspek seperti pendidikan, pekerjaan, dan kemampuan mengendalikan emosi. Model RNR 

juga menekankan tanggung jawab individu terhadap tindakan mereka sendiri. Oleh karena itu 

perlunya pendekatan yang responsif terhadap kebutuhan mereka. Dengan mengetahui faktor risiko, 

kebutuhan dan resposivitas, ditjenpas melalui lapas dapat merancang program rehabilitasi yang 

sesuai untuk meminimalisir risiko residivis narapidana.  

Ketiga prinsip yang telah dijelaskan di atas menjadi konsep dasar dalam penyusunan 

beberapa instrumen yang telah dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan antara lain, 

yaitu: Instrumen Risiko Residivis Indonesia dan Kebutuhan (Kriminogenik) Tahun 2012; 

Instrumen Kebutuhan Pembinaan Narapidana Risiko Tinggi Tahun 2019; Instrumen Risiko dan 

Kebutuhan Anak Tahun 2019; Instrumen Penempatan Narapidana Instrumen screening 

Penempatan Narapidana Tahun 2019; dan Instrumen Standar Sistem Penilaian Pembinaan 

Narapidana Tahun 2021. 

Adapun kasus dalam penyalahgunaan narkotika di Indonesia berdasarkan data per tahun 

yaitu: 

Tabel. 1 Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia Tahun 2018-2022 

No. Tahun Jumlah Kasus Jumlah Tersangka 

1. 2018 1.039 1.545 

2. 2019 951 1.505 

3. 2020 833 1.307 

4. 2021 766 1.184 

5. 2022 851 1.350 

Sumber: Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN, (2023) 

 

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada tabel 1. di atas menunjukkan bahwa ada 851 kasus 

penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2022. Jumlah ini meningkat 11,1% dari 766 

kasus pada tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah tersangka dalam kasus narkoba sebanyak 

1.350 orang pada tahun 2022 yang juga mengalami peningkatan 11,4% dari 1.184 kasus pada tahun 

sebelumnya.  BNN menyebutkan bahwa pada tahun 2022 telah menyingkap 49 jaringan narkoba 
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termasuk di dalamnya 23 jaringan internasional dan 26 jaringan nasional. Sepanjang tahun 2022–

2023, sekitar 7,13 juta orang di desa dan kota yang berusia antara 15 sampai 64 tahun pernah 

menggunakan narkoba. 

Sistem perlakuan yang baik terhadap narapidana dapat diberikan dengan menyesuaikan 

metode dan strategi yang efektif. Dengan berlandaskan prinsip Risiko menyarankan pemberian 

layanan yang berbeda kepada narapidana pada tingkat risiko yang berbeda berdasarkan hasil yang 

diperoleh dari alat penilaian yang divalidasi secara ilmiah; prinsip Kebutuhan menyarankan 

perancangan kegiatan yang menjawab kebutuhan kejahatan atau faktor-faktor yang berhubungan 

langsung dengan perubahan perilaku kriminal; dan prinsip Responsif berarti bahwa kegiatan harus 

disesuaikan dengan gaya dan kemampuan belajar individu dan segera disesuaikan dengan kondisi 

fisik, karakteristik sosial, dan psikologis (Viglione, 2019). 

Dalam penelitian ini, Penulis berpendapat bahwa penting untuk meninjau kembali penerapan 

model pembinaan berbasis Rehabilitasi - Risk Need Resposivity (RNR) yang mampu membantu 

menjelaskan bagaimana sistem perlakuan narapidana tindak pidana narkotika sebaiknya dilakukan 

serta menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam pemberian rekomendasi maupun pengambilan 

keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan bagi 

warga binaan dan klien pemasyarakatan. Akhirnya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Penerapan Model Risk-Need-Responsivity (RNR) dalam Sistem Perlakua 

Narapidana Tindak Pidana Narkotika di Lemabaga Pemasyrakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta”. 

 

LANDASAN TEORI  

Model Risk-Need-Responsivity (RNR) pertama kali dirancang secara formal oleh para 

peneliti di Kanada yang merancangkan model yang paling berpengaruh dalam penilaian dan 

perlakuan terhadap pelaku (Ward et al., 2007). Pertama kali diformalkan pada tahun 1990 oleh 

D.A. Andrews dan James Bonta. Model RNR telah diuraikan dan dikontekstualisasikan dalam teori 

pembelajaran sosial kognitif dan kepribadian umum tentang perilaku kriminal (D. A. Andrews & 

Bonta, 2010b). Untuk menilai kategori residivisme, ada sejumlah model alat pengukuran resiko 

kejahatan, menurut (D. A. Andrews & Bonta, 2010b). Teori rehabilitasi RNR (The Risk Need 

Responsivity) adalah model instumen risiko asesmen yang dinilai paling efektif. Beberapa 

instrumen tersebut termasuk RNR, Salient Factor Risk, Compass, Static 99, Razor, LSI-R, dan LSI-

SV. Di lembaga pemasyarakatan beberapa negara seperti Kanada, telah banyak menggunakan 

model RNR untuk menilai pelaku kriminal dan program rehabilitasinya. 

Teori ini digagas oleh Robert Martinson pada tahun 1974. Gagasan ini dikutip dari artikel 

dengan judul yang sama oleh (Martinson, 1974), yang menyatakan kesimpulan umumnya secara 

sederhana. Ia percaya bahwa penelitiannya mengungkapkan ‘kecacatan radikal dalam strategi kita 

saat ini - pendidikan yang yang terbaik, atau psikoterapi yang terbaik tidak dapat mengatasi atau 

bahkan mengurangi, kecenderungan kuat WBP untuk melanjutkan perilaku kriminal' (Martinson, 

1974: 49). Teori "apa yang berhasil" adalah ide yang dihasilkan dari banyak penelitian yang dikaji 

oleh para ahli terhadap program ataupun pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan narapidana 

di beberapa negara. 

 

METODE PENELITIAN  

Desain penelitian merupakan suatu rencana sistematis yang dirancang untuk memastikan 

penelitian berjalan sesuai dengan arah dan tujuan yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam fenomena 

yang diteliti. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami realitas sosial melalui pengamatan, 
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analisis, dan interpretasi data yang diperoleh langsung dari lapangan. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah studi kasus, yang berfokus pada kasus tertentu secara intensif dan mendalam. 

Melalui metode ini, peneliti berharap dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang situasi 

dan dinamika yang terjadi, terutama dalam penerapan model Risk-Need-Responsivity (RNR) bagi 

narapidana kasus narkotika. 

Penelitian ini berupaya mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan untuk 

memperoleh gambaran menyeluruh tentang penerapan model RNR. Sumber data dalam penelitian 

ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari interaksi langsung dengan 

narapidana serta individu-individu yang memahami bagaimana cara menangani narapidana di 

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika. Interaksi ini mencakup wawancara mendalam dan observasi 

lapangan, yang memungkinkan peneliti mendapatkan data konkret mengenai implementasi model 

RNR. Sementara itu, data sekunder meliputi dokumen-dokumen terkait, seperti peraturan dan 

laporan yang mendukung analisis peneliti. Dengan demikian, melalui kombinasi kedua jenis data 

tersebut, peneliti diharapkan dapat mencapai pemahaman yang akurat tentang tantangan dan 

efektivitas model RNR di lapangan. 

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan beberapa teknik, yakni wawancara 

mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara terbuka dan 

fleksibel agar dapat mengungkap perspektif dan pengalaman para partisipan dengan lebih leluasa. 

Teknik observasi non-partisipan juga digunakan untuk mencatat berbagai perilaku dan interaksi 

narapidana tanpa mempengaruhi lingkungan mereka, sehingga data yang diperoleh tetap objektif. 

Sementara itu, teknik dokumentasi bertujuan mengumpulkan data sekunder yang melengkapi hasil 

wawancara dan observasi. Teknik-teknik ini dipilih agar peneliti bisa mendapatkan pemahaman 

yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai fenomena yang sedang diteliti, sekaligus 

memperkuat keabsahan data melalui triangulasi. 

Gambar 1. Model analisis data interaktif oleh Miles dan Huberman 

 

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, peneliti menerapkan teknik triangulasi, 

yaitu membandingkan berbagai sumber data yang diperoleh dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data yang berbeda. Teknik ini memungkinkan peneliti memverifikasi data secara 

lebih mendalam dan menghindari bias subjektivitas. Misalnya, hasil wawancara akan dibandingkan 

dengan observasi dan dokumen terkait. Dengan adanya triangulasi, peneliti dapat menjamin bahwa 

temuan yang diperoleh benar-benar merepresentasikan kondisi lapangan. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami bagaimana model RNR 

diterapkan secara praktis di Lembaga Pemasyarakatan, serta menunjukkan efektivitas model ini 

sebagai sistem yang mendukung rehabilitasi narapidana narkotika di Indonesia. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penerapan model Risk-Need-Responsivity 

(RNR) sebagai sistem perlakuan narapidana kasus narkotika di Lembaga Pemasyarakatan 

Narkotika Kelas IIA Jakarta. Penelitian berlangsung selama tiga minggu, dari 21 Maret hingga 12 

April 2024, dengan metode kualitatif deskriptif berbasis studi kasus. Melalui observasi di lapangan, 

suasana lapas tampak kondusif dan ramah, serta fasilitasnya tertata dengan baik, di mana blok 

hunian narapidana terpisah dari gedung perkantoran, memberikan ruang aktivitas yang 

terorganisasi. Selain itu, lapangan yang luas menyediakan area bagi narapidana untuk terlibat 

dalam berbagai kegiatan, mendukung proses rehabilitasi mereka. Di lingkungan yang tertib dan 

terstruktur ini, warga binaan menunjukkan sikap yang sopan dan menghormati petugas, 

menciptakan suasana positif yang mendukung upaya rehabilitasi. 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan mencakup wawancara dengan informan yang 

terpilih serta observasi langsung terhadap perilaku dan kegiatan narapidana di lapas. Selain itu, 

peneliti juga memanfaatkan dokumentasi yang relevan untuk melengkapi informasi dari lapangan. 

Hasil pengamatan dan wawancara mengungkap karakteristik informan dan detail dari aspek-aspek 

penerapan model RNR. Model ini menekankan tiga prinsip utama dalam perlakuan narapidana 

narkotika: risiko, kebutuhan, dan responsivitas, yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik 

individu narapidana. Melalui metode ini, peneliti juga mengidentifikasi berbagai hambatan dalam 

penerapan model, yang meliputi tantangan psikologis dan keterbatasan fasilitas yang mungkin 

menghambat optimalisasi rehabilitasi. 

Dalam memilih informan, peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk 

memastikan bahwa tiap individu yang dipilih memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup 

terkait penerapan model RNR di lapas. Informan yang dipilih terdiri dari pihak-pihak terkait dalam 

pembinaan narapidana, termasuk konselor dan petugas pembinaan, yang memiliki peran penting 

dalam implementasi model ini. Dengan data primer yang diperoleh dari wawancara langsung, 

peneliti dapat menggali informasi yang mendalam tentang kondisi narapidana dan efektivitas 

model RNR di lapas tersebut. Data ini kemudian diperkaya dengan data sekunder yang bersumber 

dari dokumentasi terkait pembinaan narapidana, yang memungkinkan penelitian memiliki 

perspektif komprehensif mengenai praktik RNR. 

Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan model RNR di Lapas Narkotika Kelas 

IIA Jakarta, membatasi data yang diambil agar lebih terfokus dan relevan sesuai konteks penelitian. 

Pembatasan fokus memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi informasi yang paling esensial 

terkait efektivitas model RNR dalam rehabilitasi narapidana narkotika, serta memahami bagaimana 

model ini dapat membantu memperbaiki kualitas hidup dan sikap narapidana. Di dalam lapas, 

penerapan asesmen dan rehabilitasi sosial sebagai bagian dari model RNR ini bertujuan tidak hanya 

untuk menekan kemungkinan residivisme, namun juga memberikan kesempatan bagi narapidana 

untuk mengembangkan keterampilan sosial dan mengatasi permasalahan psikologis yang dihadapi 

selama masa pidana. 

Dalam Undang-Undang Pemasyarakatan yang terbaru, Pasal 10 ayat 2 menyebutkan bahwa 

salah satu persyaratan penting untuk mendapatkan hak bersyarat adalah bahwa narapidana harus 

menunjukkan penurunan tingkat risiko. Sebelumnya, pengukuran kelakuan baik narapidana hanya 

dinilai dari ketidaklibatan mereka dalam pelanggaran aturan yang dicatat dalam register 

pelanggaran. Namun, dengan adanya Permenkumham No.35 Tahun 2018 yang mendukung 

pelaksanaan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, penilaian kelakuan baik menjadi lebih 

terstruktur melalui Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN). Melalui SPPN ini, narapidana 

dinilai tidak hanya berdasarkan perilaku baiknya, tetapi juga partisipasi aktif mereka dalam 
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program pembinaan kepribadian dan kemandirian, serta penurunan tingkat risiko yang terukur. 

Penilaian ini bertujuan untuk memberikan narapidana peluang untuk memperbaiki diri dan 

menunjukkan komitmen terhadap rehabilitasi. 

Dalam rangka memfasilitasi pembinaan ini, lembaga pemasyarakatan telah memperkenalkan 

asesmen berkala yang dilakukan setiap enam bulan sekali. Proses asesmen ini penting karena salah 

satu kriteria mendapatkan hak bersyarat adalah adanya penurunan tingkat risiko yang terukur, yang 

kemudian dicantumkan dalam pengajuan hak bersyarat. Sistem penilaian ini juga menggunakan 

Model Risk-Need-Responsivity (RNR) untuk menangani narapidana secara individual berdasarkan 

tingkat risiko dan kebutuhan mereka. Model RNR dikenal sebagai pendekatan yang efektif dalam 

mengidentifikasi risiko dan kebutuhan khusus narapidana, terutama mereka yang terkait dengan 

tindak pidana narkoba. Melalui RNR, lembaga pemasyarakatan dapat menyesuaikan program 

pembinaan yang difokuskan pada aspek spesifik yang dibutuhkan oleh setiap individu. Dengan 

demikian, metode ini diharapkan dapat mengurangi tingkat residivisme dan meningkatkan peluang 

narapidana untuk reintegrasi yang sukses ke masyarakat. 

Seiring berkembangnya program pemasyarakatan, model RNR terus dioptimalkan sebagai 

solusi efektif untuk menangani narapidana, khususnya yang terlibat dalam kasus narkotika. 

Pendekatan ini melibatkan asesmen awal seperti Instrumen Screening Penempatan Narapidana 

(ISPN) dan Instrumen Risiko Residivis Indonesia, yang masing-masing bertujuan untuk 

mengidentifikasi risiko residivisme dan kebutuhan rehabilitasi narapidana. Berdasarkan hasil 

asesmen ini, narapidana dikategorikan dalam tingkat risiko tinggi, menengah, atau rendah, yang 

menentukan jenis pembinaan yang akan mereka jalani. Mereka yang berada di kategori risiko tinggi 

atau menengah akan diprioritaskan dalam program pembinaan yang meliputi pembinaan 

kepribadian, kemandirian, dan rehabilitasi, baik medis maupun sosial. Langkah ini diambil untuk 

membantu narapidana mengatasi risiko pengulangan tindak pidana, memaksimalkan peluang 

rehabilitasi, dan mendukung integrasi yang lebih stabil dan produktif ke masyarakat. 

Dalam konteks lembaga pemasyarakatan, penilaian terhadap narapidana menggunakan 

model RNR serta berbagai instrumen asesmen telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam 

mengelola risiko dan kebutuhan individu. Berdasarkan data terbaru, dari 2.819 narapidana yang 

berada di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, sebanyak 2.686 narapidana telah mendapatkan 

asesmen, dengan 627 di antaranya berada dalam kategori risiko tinggi, 1.573 dalam kategori 

sedang, dan 619 dalam kategori rendah. Data ini menunjukkan adanya kemajuan dalam klasifikasi 

risiko narapidana sebagai dasar untuk menentukan bentuk pembinaan yang sesuai. Meskipun 

demikian, masih terdapat sekitar 133 narapidana yang belum mendapat asesmen, menunjukkan 

adanya tantangan dalam memastikan seluruh narapidana mendapatkan asesmen yang dibutuhkan. 

Tantangan ini diharapkan dapat diatasi dengan peningkatan kapasitas dan sumber daya lembaga 

pemasyarakatan, sehingga sistem perlakuan berbasis risiko dapat diterapkan secara optimal untuk 

mendorong perbaikan diri narapidana dan mendukung tujuan pemasyarakatan yang lebih inklusif 

dan responsif. 

Prinsip kebutuhan atau “need” merupakan salah satu landasan penting dalam pengelolaan 

narapidana, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menilai kebutuhan kriminogenik yang 

berkaitan erat dengan kecenderungan melakukan kejahatan atau mengulangi tindak pidana. 

Instrumen asesmen kebutuhan dirancang secara ilmiah dan mengadopsi pendekatan teori yang 

relevan, sehingga mampu menilai faktor-faktor penyebab tindak pidana secara tepat. Melalui 

penilaian ini, petugas pemasyarakatan dapat menemukan solusi yang sesuai dengan kebutuhan 

setiap narapidana, baik dari segi pendekatan maupun intervensi. Hasil penilaian kebutuhan tersebut 

tidak hanya memberikan gambaran kebutuhan mendasar para narapidana, tetapi juga menjadi 
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acuan bagi petugas untuk menilai tingkat risiko dan menentukan jenis program pembinaan yang 

sesuai, dengan harapan mampu menurunkan risiko pengulangan tindak pidana di masa mendatang. 

Instrumen asesmen kebutuhan mencakup tujuh faktor kriminogenik yang sesuai dengan 

pedoman yang telah ditetapkan, seperti dalam Kepdirjenpas Nomor PAS-31.OT.02.02 Tahun 2021. 

Faktor-faktor ini mencakup aspek keluarga, pendidikan, riwayat penggunaan narkotika, hubungan 

sosial, hingga manajemen keuangan, yang semuanya memiliki kontribusi besar dalam mendorong 

atau menekan kecenderungan melakukan kejahatan. Proses penilaian kebutuhan ini dilakukan 

dengan cara mencatat skor pada setiap faktor kriminogenik berdasarkan hasil asesmen. Setiap 

faktor ini kemudian diinterpretasikan apakah berada dalam kategori rendah, sedang, tinggi, atau 

sangat tinggi. Dengan memahami kategori kebutuhan yang spesifik bagi masing-masing 

narapidana, petugas mampu memberikan perhatian dan intervensi yang sesuai, misalnya jika 

kebutuhan kriminogenik berada pada tingkat tinggi, maka narapidana tersebut akan menerima 

pengawasan lebih ketat, serta program intervensi yang lebih intensif. 

Prinsip kebutuhan menekankan pentingnya program pembinaan yang benar-benar mencakup 

faktor-faktor risiko dinamis pada narapidana, sehingga mampu mereduksi peluang terjadinya 

pengulangan tindak pidana. Ketika penilaian kebutuhan kriminogenik dilakukan dengan benar, dan 

petugas berhasil merancang intervensi yang sesuai, maka narapidana dapat mengalami perbaikan 

dalam sikap dan perilaku mereka, bahkan hingga mampu menjalani kehidupan baru yang lebih baik 

setelah bebas. Prinsip ini juga mencerminkan tujuan utama pemasyarakatan, yaitu reintegrasi 

sosial, di mana narapidana dibimbing untuk beradaptasi kembali ke dalam masyarakat dengan 

perilaku yang lebih positif. Hasil dari asesmen kebutuhan ini juga dimanfaatkan dalam Standar 

Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN), yang menjadi tolak ukur keberhasilan program 

pembinaan dan berperan dalam menilai perubahan perilaku narapidana selama masa penahanan 

 

KESIMPULAN 
Penelitian menunjukkan bahwa penerapan model Risk-Need-Responsivity (RNR) di 

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta telah memberikan dampak positif, 

meskipun belum sepenuhnya efektif. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip risiko, kebutuhan, 

dan responsivitas, model RNR memungkinkan proses rehabilitasi yang lebih terarah bagi 

narapidana kasus narkotika. Prinsip dasar model ini mengidentifikasi faktor risiko dan kebutuhan 

kriminogenik setiap narapidana sehingga program rehabilitasi yang diterapkan lebih sesuai dengan 

kondisi mereka. Namun, agar penerapan model ini lebih optimal, dukungan dari berbagai pihak 

sangat dibutuhkan, termasuk dalam hal peningkatan sumber daya, pelatihan petugas, serta 

pengembangan program yang lebih responsif terhadap kebutuhan para narapidana. Meski model 

RNR mempermudah pemahaman terkait faktor-faktor risiko yang memicu perilaku kriminal, 

pelaksanaan program ini belum menyentuh seluruh aspek yang diperlukan. Sebagian narapidana 

masih belum menerima program yang sesuai dengan hasil asesmen, menunjukkan perlunya 

penyesuaian agar rehabilitasi dapat lebih efektif dalam membantu mereka meninggalkan 

lingkungan narkotika. 

Analisis terhadap hambatan dalam implementasi model RNR mengungkapkan sejumlah 

faktor yang menghambat efektivitas program rehabilitasi. Beberapa kendala utama adalah 

keterbatasan anggaran untuk program rehabilitasi, kelebihan kapasitas lapas, serta kurangnya 

pelatihan khusus bagi petugas. Selain itu, banyak program yang masih kurang tepat sasaran dan 

tidak disesuaikan dengan kebutuhan unik tiap narapidana. Situasi ini menunjukkan bahwa 

meskipun model RNR memiliki potensi besar dalam meningkatkan perlakuan narapidana dan 

membantu mereka menghindari perilaku residivisme, upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan 
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ini masih harus dilakukan. Agar program RNR dapat mencapai efektivitas yang lebih tinggi, 

penting untuk memperluas variasi program yang ditawarkan, memastikan asesmen yang akurat dan 

relevan, serta memenuhi kebutuhan kriminogenik tiap individu. Dengan adanya upaya perbaikan 

di berbagai aspek ini, rehabilitasi diharapkan lebih efektif dalam mempersiapkan narapidana untuk 

kembali ke masyarakat. 

Selain itu, penerapan model RNR dapat menjadi salah satu solusi penting dalam upaya 

mengurangi angka residivisme di kalangan narapidana narkotika, dengan catatan adanya perbaikan 

dan penyesuaian program berdasarkan asesmen risiko dan kebutuhan narapidana. Model ini bukan 

hanya sekadar program rehabilitasi, tetapi juga pendekatan holistik yang mempertimbangkan 

aspek-aspek risiko dan kebutuhan unik yang perlu dijawab agar narapidana memiliki kesiapan yang 

lebih baik dalam menghadapi kehidupan di luar penjara. Namun, tanpa adanya alokasi anggaran 

yang memadai dan peningkatan kapasitas petugas, model RNR sulit untuk diimplementasikan 

secara optimal. Dalam konteks ini, pelatihan khusus bagi petugas sangat diperlukan agar mereka 

memiliki pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip model RNR dan mampu 

menjalankan tugas mereka dengan baik. Upaya ini diharapkan tidak hanya menekan angka 

residivisme tetapi juga menciptakan narapidana yang lebih siap untuk berintegrasi dengan 

masyarakat. 

Secara keseluruhan, efektivitas model RNR sangat bergantung pada penerapan prinsip-

prinsipnya secara konsisten dan dukungan dari berbagai sumber daya yang memadai. Penyesuaian 

program rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap narapidana juga perlu dilakukan agar 

tujuan utama dari model RNR, yaitu membantu narapidana lepas dari jerat narkotika, dapat 

tercapai. Dengan adanya kolaborasi antara pihak lapas, pelaksana program, dan para pemangku 

kepentingan lainnya, model RNR memiliki potensi besar untuk menjadi kerangka kerja rehabilitasi 

yang efektif di lembaga pemasyarakatan. Implementasi yang optimal dari model ini diharapkan 

mampu memberikan perubahan positif dalam kehidupan narapidana dan mencegah mereka 

kembali terlibat dalam perilaku kriminal di masa mendatang, menciptakan lingkungan rehabilitasi 

yang lebih baik dan menyeluruh bagi setiap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika 

Kelas IIA Jakarta. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model Risk-Need-Responsivity (RNR) 

memiliki implikasi penting bagi peningkatan efektivitas program rehabilitasi narapidana narkotika 

di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta. Dengan mengedepankan pendekatan 

berbasis risiko, kebutuhan, dan responsivitas, model RNR memberikan dasar untuk intervensi yang 

lebih terfokus dan relevan sesuai dengan profil individu narapidana. Implikasi ini menegaskan 

perlunya penyesuaian program rehabilitasi agar lebih tepat sasaran dalam mengatasi faktor-faktor 

kriminogenik yang spesifik. Dengan sistem yang lebih responsif, program dapat berkontribusi pada 

upaya pencegahan residivisme, memberikan kesempatan bagi narapidana untuk mengubah 

perilaku, dan mendorong rehabilitasi yang berkelanjutan. Lebih lanjut, penerapan model RNR 

mendorong lembaga pemasyarakatan untuk mengalokasikan sumber daya dan meningkatkan 

kompetensi petugas agar mampu mengelola narapidana dengan pendekatan yang lebih profesional 

dan berbasis data. 

Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya adaptasi dan dukungan kelembagaan dalam 

penerapan model RNR sebagai sistem perlakuan narapidana narkotika. Agar sistem ini dapat 

berfungsi secara optimal, diperlukan infrastruktur yang memadai, mulai dari pelatihan petugas 

hingga peningkatan anggaran rehabilitasi. Implikasi ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan 

dalam manajemen narapidana harus memperhatikan kebutuhan kriminogenik dan risiko 

residivisme yang dihadapi tiap individu, dengan langkah-langkah yang didukung oleh asesmen 
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yang tepat dan pembaruan program rehabilitasi secara berkala. Model RNR juga memiliki potensi 

untuk menjadi dasar perancangan kebijakan rehabilitasi narapidana yang lebih terintegrasi dengan 

upaya pencegahan kriminalitas di masyarakat luas. Dengan demikian, jika diimplementasikan 

dengan baik, model RNR dapat memberikan dampak jangka panjang dalam menciptakan 

perubahan positif, baik pada individu narapidana maupun pada sistem pemasyarakatan secara 

keseluruhan. 
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